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ABSTRACT 

 

 Indigenous communities in Indonesia have a close relationship with the 

land as their living space and source of livelihood, which has been passed down 

from generation to generation. The Kuta Indigenous Village in Ciamis Regency is 

one of the indigenous communities that preserves cultural values and communal 

land management systems through customary rules and traditional institutions. 

However, socio-economic development, modernization pressures, and policy 

interventions such as land certification programs and cultural tourism development 

have driven significant changes in the patterns of control and utilization of 

customary land. This process has created conditions in which land is no longer 

viewed solely as a living space but also as an economic commodity. This change is 

known as commodification. This commodification phenomenon has the potential to 

shift traditional tenure systems and weaken customary practices that have been an 

integral part of the identity and local wisdom of indigenous communities. On the 

other hand, there are concerns about the loss of communal values and the 

occurrence of land ownership conflicts due to the transfer of land rights to parties 

outside the indigenous community. This study aims to analyze the forms of 

commodification of indigenous land, the transformation of traditional tenure 

systems, and their impact on communal land management in Kampung Adat Kuta, 

Ciamis Regency. The method used in this study is a mixed method. This method 

combines qualitative and quantitative analysis in one study. The qualitative 

research method uses a rapid ethnography approach through in-depth interviews, 

participatory observation, and documentation, while the quantitative approach 

uses questionnaires and statistical analysis using Partial Least Square (PLS). The 

results of the study indicate that there has been a shift in land ownership from a 

communal to an individual pattern due to land certification, empowerment 

programs, tourism activities, and buying and selling activities, including the 

involvement of parties outside the traditional community. This transformation of 

the tenure system has also changed traditional practices and the communal 

management of customary land. The commodification of customary land also 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komitmen negara-negara di dunia untuk menciptakan kehidupan 

global yang lebih baik dan berkelanjutan dengan Agenda 2030 dan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan sering disebut dengan Sustainable 

Development Goals (SDGs). Komitmen yang dibuat oleh anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu untuk tidak meninggalkan 

siapapun dalam agenda 2030 dimulai dengan memperhatikan komunitas 

tertinggal dan yang paling tidak beruntung dalam mencapai SDGs, hal ini 

memiliki potensi yang sangat besar bagi keberlangsungan masyarakat adat. 

Prioritas utama SDGs bagi masyarakat adat adalah tentang hak atas tanah, 

tanpa kemiskinan dan kelaparan, perlindungan sosial, kesehatan dan 

pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, mendorong masyarakat yang 

inklusif dan damai serta mengurangi kesenjangan dan pemulihan warisan 

budaya (Muenala, 2021). 

Indonesia telah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat 

adat sejak negara ini merdeka. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebutkan masyarakat 

hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara 

sepanjang masih hidup serta relevan dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip negara yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat 

(4) menyatakan bahwa hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada 

daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, asalkan sesuai dengan 

kepentingan nasional. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 

mendefinisikan Tanah Ulayat sebagai tanah yang dikuasai masyarakat 

hukum adat dan tidak terikat hak lain. Tanah memiliki nilai yang sangat 

penting bagi Masyarakat Hukum Adat karena merupakan ruang untuk 
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menjalani kehidupan mereka. Tanah adat adalah hak komunal yang telah 

dikuasai secara turun temurun dan dibebani hak ulayat (Andiki et al., 2019). 

Hak ulayat tidak hanya mencakup tanah yang digarap, tetapi juga hutan adat 

yang digunakan untuk keberlangsungan hidup masyarakat (Sembiring, 

2018). Soekanto dalam (Sembiring, 2018) menyebutkan bahwa penguasaan 

tanah ulayat bersifat komunal dan bukan individual, masyarakat adat 

memiliki kedaulatan penuh (sovereignty) atas tanah tersebut. Mereka juga 

memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan antaranggota dan 

lingkungan melalui kepala adat dengan tujuan mencapai keseimbangan dan 

kerukunan. 

Masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kearifan lokal, budaya, 

dan adat istiadat mereka. Kearifan lokal menurut Sartini dalam (Akmal, 

2021), merupakan konsep bijaksana yang mengandung nilai baik dan 

merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Kearifan lokal mencakup 

elemen seperti cerita rakyat, upacara, dan nasihat yang mendukung nilai-

nilai tersebut. Menurut Edward Burnett Tylor dalam (Syakhrani & Kamil, 

2022), aspek-aspek seperti adat istiadat, pengetahuan, moralitas, 

kepercayaan, hukum, keterampilan, dan kebiasaan yang dimiliki individu 

dalam masyarakat membentuk kebudayaan sebagai sebuah sistem yang 

kompleks. Sebuah masyarakat akan mengalami akulturasi budaya jika 

tradisinya lebih kuat daripada pengaruh luar, namun jika kedua budaya 

sama kuatnya maka akan terjadi percampuran budaya. Jiwa masyarakat 

suatu wilayah tercermin dalam hukum adatnya yang mencerminkan 

kepribadian mereka. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak-hak 

masyarakat adat baik secara individu maupun komunal, serta nilai-nilai 

budaya yang mencerminkan kearifan lokal dalam semua kegiatan yang 

berkaitan dengan tanah (Prabowo & Sudrajat, 2021). 

Kekayaan alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat masyarakat adat 

menjadikan mereka sebagai destinasi wisata menarik. Atraksi budaya yang 

unik, seperti: cerita rakyat, sistem kepercayaan, seni peran, musik 

tradisional, pertunjukan tari, dan arsitektur, menarik minat pengunjung baik 
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untuk keperluan wisata, penelitian maupun pemberdayaan. Middleton 

dalam (Kartika & Rahmanita, 2017) mengklasifikasikan atraksi wisata 

budaya yang unik ini sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Unsur-unsur 

kebudayaan tersebut memiliki nilai jual yang menjadikannya komoditas 

dalam pariwisata berbasis budaya yang dipertunjukkan dalam event seperti 

festival dan karnaval. Komodifikasi ruang budaya di Indonesia terjadi 

ketika penggiat bisnis memanfaatkan tempat-tempat beradat untuk 

meningkatkan pendapatan melalui pariwisata. Semua yang dijual, termasuk 

budaya, dianggap sebagai komoditas. Proses komodifikasi ini melibatkan 

pemberian nilai pasar pada elemen-elemen budaya, yang sering kali disertai 

dengan perubahan nilai budaya (Pramestisari dkk., 2023). 

Penggunaan identitas masyarakat adat sebagai strategi menghindari 

perampasan tanah dan tekanan kapitalisme mengungkap bahwa petani 

pedesaan, yang diidentifikasi atau diposisikan sebagai masyarakat adat, 

telah terjerat dalam sistem yang memaksa mereka memenuhi kebutuhan 

hidupnya melalui mekanisme pasar. Fenomena ini sering disebut sebagai 

“komodifikasi subsistensi” (commodification of subsistence) (Li, 2000). 

Komodifikasi subsistensi (commodification of subsistence) mendorong 

preferensi masyarakat pedesaan terhadap kepemilikan tanah privat sebagai 

jaminan sumber penghidupan. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada 

pasar untuk memenuhi kebutuhan subsistensi juga dapat menjerumuskan 

mereka ke dalam siklus utang untuk mempertahankan tingkat subsistensi 

tersebut. Tidak jarang, jerat utang ini berakhir dengan penjualan tanah 

petani kecil kepada pemilik modal di pedesaan. Proses mikro kapitalisme 

yang bekerja dari level bawah ini sering kali luput dari perhatian dalam 

advokasi, karena berpotensi memicu konflik internal di antara masyarakat 

itu sendiri (Bernstein, 2010). 

Dalam konteks komodifikasi adat, Provinsi Jawa Barat merupakan 

salah satu wilayah dengan populasi masyarakat adat yang cukup besar.  

Salah satu masyarakat adat yang berada di Provinsi Jawa barat adalah 

Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, 
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Kecamatan Tambaksari, berjarak kurang lebih 50 kilometer dari ibukota 

Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat Kampung Kuta, penyebutan Kampung Adat Kuta sebagai 

kampung adat dikarenakan terdapat hutan adat, budaya pamali dan berbagai 

upacara adat yang masih sering dilakukan. 

Perkembangan ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi di 

Kampung Adat Kuta menyebabkan nilai ekonomi tanah semakin tinggi. 

Dalam situasi ini pembuktian status hak atas tanah semakin penting untuk 

memberikan jaminan hukum atas kepemilikan tanah melalui sertipikasi 

tanah. Pengaruh yang muncul dari sertipikasi dan privatisasi tanah adat 

yaitu terjadinya jual beli tanah di wilayah Kampung Adat Kuta. 

Menurut Yance Arizona dalam (Pardede, 2023) masyarakat adat 

harus berupaya mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan hak 

komunal pasca pengakuan hak atas tanah dan status hukum yang didapat 

oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat adat harus 

memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dalam proses pengelolaan 

tanah dan sumber daya, namun tetap konsisten dengan cita-cita dan prinsip 

bersama yang terdapat dalam komunitas adat. 

Perubahan nilai-nilai budaya dan sosial dimulai dari dalam 

masyarakat itu sendiri dan diperkuat oleh interaksi dengan budaya luar 

berdampak terhadap praktik adat di berbagai wilayah adat di Indonesia 

(Yuhasnil, 2019). Dalam hal ini tanah adat mulai diperlakukan sebagai 

komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Hal tersebut didasari oleh 

keinginan masyarakat untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan 

berkelanjutan dengan upaya yang positif (F. J. Sinaga & Chandra, 2021). 

Keinginan masyarakat inilah yang menyebabkan perubahan cara berpikir 

manusia terhadap tanah, yaitu suatu kondisi yang disebut dengan 

komodifikasi. Proses komodifikasi ini seringkali menghasilkan konflik 

antara tradisi dengan tuntutan modernisasi. Oleh sebab itu, kita perlu 

memahami bagaimana perubahan ini berpengaruh terhadap sistem tenurial 
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tradisional dan pengeloaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat 

Kuta. 

B. Rumusan Masalah 

Fenomena komodifikasi, individualisasi dan penguatan nilai ekonomi 

yang tak terbendung mengakibatkan perubahan terhadap masyarakat adat 

beserta tradisi dan adat istiadatnya. Unsur-unsur budaya seringkali dilihat 

sebagai komoditas yang memiliki nilai jual tinggi (Dewayanti & Raafigani, 

2016). Hal ini mendorong masyarakat adat untuk memanfaatkan adat 

sebagai alat untuk menghasilkan uang, bukan sebagai aset budaya dan 

warisan yang harus dilestarikan. 

Salah satu komodifikasi yang terjadi di wilayah adat yaitu praktik jual 

beli tanah adat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kepala Adat 

Suku Kuma menjual tanah adat atas namanya sendiri tanpa mengadakan 

musyawarah dengan masyarakat adat Kuma Desa Waijarang. Pada 

penjualan sebelumnya pun, kepala adat menjual tanah adat untuk dan atas 

nama suku Kuma namun uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk 

kepentingan pribadi tanpa adanya pembicaraan dengan masyarakat hukum 

adat Kuma. Konflik yang muncul antara kepala adat Kuma dan masyarakat 

hukum adat Kuma terjadi akibat dari penjualan dan akuisisi tanah adat oleh 

kepala adat. Sebagai subjek hak ulayat, masyarakat adat memiliki hak yang 

sama dengan kepala adat. Ironisnya, banyak pimpinan adat yang seharusnya 

menjadi pelindung dan pelestari tradisi justru berperan sebagai fasilitator 

dalam proses komodifikasi ini. Tindakan pimpinan adat ini mengakibatkan 

hilangnya nilai komunal yang melekat pada masyarakat adat, karena fokus 

sudah beralih pada pencarian kepentingan finansial pribadi daripada 

pelestarian tradisi dan budaya (Minggu dkk., 2016). 

Kampung Adat Kuta juga menghadapi kekhawatiran terjadinya hal 

serupa seperti yang dialami oleh Masyarakat Adat Kuma. Menurut 

pernyataan Camat Tambaksari dalam (Alvine, 2020) bentuk komodifikasi 

yang terjadi terlihat dari rencana pemerintah membuat spot menarik untuk 

wisatawan yang dilakukan dengan berbagai inovasi yaitu melalui 
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pembuatan kopi talawengkar dan gula aren semut yang berasal dari sumber 

daya alam di Kampung Adat Kuta, pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. 

Senada dengan yang dikatakan oleh PJs Bupati Ciamis, pengembangan 

Kampung Adat Kuta menjadi destinasi wisata unggulan Ciamis dilakukan 

melalui promosi tradisi "Nyuguh" demi menarik wisatawan ke tingkat yang 

lebih luas baik lokal maupun regional (IKP Diskominfo Ciamis, 2024). 

Kekayaan alam dan kearifan lokal yang banyak dimiliki Kampung Adat  

Kuta  dapat  dijadikan sebagai  aset  daerah  oleh  pemerintah dengan tujuan 

peningkatan ekonomi dan menambah pemasukan daerah (Sugara, 2024).  

Indikasi ketidakpastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah 

komunal akibat dari program pendaftaran tanah yang telah beberapa kali 

dilakukan di wilayah adat Kampung Adat Kuta menimbulkan masalah lain, 

dengan adanya sertipikasi ini ciri khas masyarakat adat yang bersifat 

komunal tersamarkan akibat dari sistem pendaftaran tanah yang bersifat 

individual. Peralihan kepemilikan yang terjadi karena jual beli antara 

masyarakat Kampung Adat Kuta dengan pihak lain yang bukan keturunan 

masyarakat kampung adat kuta dikhawatirkan akan mengurangi nilai-nilai 

adat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hal tersebut 

memungkinkan terjadinya komodifikasi tanah adat dengan berubahnya 

sistem tenurial tradisional akibat privatisasi hak ulayat yang terjadi, kondisi 

ini akan berpengaruh terhadap kearifan lokal, budaya, praktik beradat dan 

pengeloaan tanah adat secara komunal yang selama ini dilakukan oleh 

masyarakat adat Kampung Adat Kuta. Adat yang seharusnya berfungsi 

untuk memperkuat identitas suatu masyarakat adat kehilangan esensi dan 

makna aslinya. Setiap hal yang disebut adat dipandang sebagai komoditas 

untuk dijual, menarik bantuan dan mendatangkan pendanaan dari pihak 

investor. Sejatinya adat yang harus dipandang sebagai harmoni di dalam 

masyarakat adat kini berubah sebagai nilai ekonomi. Berdasarkan uraian 

tersebut, demi terjaganya budaya, tradisi, adat istiadat dan kepemilikan 

tanah ulayat secara komunal dari eksploitasi berlebihan, maka perlu 
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dilakukan penelitian untuk mengetahui komodifikasi tanah adat dan 

menganalisis transformasi sistem tenurial tradisional dan pengeloaan tanah 

adat secara komunal di Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komodifikasi tanah adat 

yang terjadi serta menganalisis transformasi sistem tenurial tradisional dan 

pengeloaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat Kuta, Kabupaten 

Ciamis. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana struktur lembaga adat, aturan/nilai adat dan praktik beradat 

di Kampung Adat Kuta? 

2. Bagaimana sistem tenurial tradisional di Kampung Adat Kuta? 

3. Bagaimana wujud transformasi sistem tenurial tradisional yang terjadi 

di Kampung Adat Kuta? 

4. Bagaimana komodifikasi tanah adat yang terjadi di Kampung Adat 

Kuta? 

5. Bagaimana pengaruh komodifikasi dan transformasi sistem tenurial 

tradisional terhadap pengeloLaan tanah adat secara komunal di 

Kampung Adat Kuta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui struktur lembaga adat, aturan/nilai adat dan praktik 

beradat di Kampung Adat Kuta. 

b. Mengetahui sistem tenurial tradisional di Kampung Adat Kuta. 

c. Menganalisis wujud transformasi sistem tenurial tradisional yang 

terjadi di Kampung Adat Kuta. 

d. Menganalisis komodifikasi tanah adat yang terjadi di Kampung Adat 

Kuta serta pengaruhnya terhadap pengeloaan tanah adat secara 

komunal di Kampung Adat Kuta. 

2. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat akademis yaitu dapat memberikan pendalaman 

pengetahuan secara ilmiah terkait komodifikasi tanah adat dan 
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transformasi sistem tenurial tradisional terhadap pengelolaan tanah 

adat secara komunal dan budaya, tradisi yang sudah melekat pada 

masyarakat adat tersebut, serta memberikan informasi tambahan 

mengenai masyarakat hukum adat khususnya Masyarakat Kampung 

Adat Kuta. 

b. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah 

Daerah untuk dapat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat 

setempat dalam pengambilan kebijakan terkait program 

pembangunan di wilayah adat masyarakat tersebut supaya budaya, 

adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat adat tetap terjaga 

eksistensinya. Bagi Kementerian ATR/BPN sebagai referensi dalam 

urusan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran 

Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan 

kearifan lokal dan hak komunal masyarakat adat setempat sehingga 

tujuan dari program legalisasi aset ini dapat terlaksana dan saling 

menguntungkan untuk multi pihak. 
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BAB VII  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Masyarakat adat Kampung Kuta merupakan kelompok masyarakat 

adat yang masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diwariskan 

secara turun temurun oleh leluhur. Terdapat dua versi yang menjelaskan asal 

usul Kampung Adat Kuta yaitu berasal dari masa Kerajaan Galuh dan Masa 

Kerajaan Cirebon. Lembaga adat berperan dalam mengatur tata kelola 

kehidupan bermasyarakat untuk memastikan keberlanjutan adat istiadat dan 

kearifan lokal, dengan pembagian tugas yang dipimpin oleh Ketua Adat, 

Sesepuh Adat dan Kuncen atau Juru Kunci. Ciri khas dari masyarakat adat 

Kampung Kuta yaitu kearifan lokal yang dimiliki diantaranya budaya 

pamali dan hutan adat yang saat ini masih terjaga kelestariannya dengan 

penerapan berbagai aturan adat dalam pengelolaannya. Praktik beradat yang 

masih sering dijalankan antara lain kepercayaan terhadap penjaga keramat 

dan ritual adat dalam memasuki tempat keramat, ritual adat pembuatan 

rumah tinggal, upacara nyuguh, hajat bumi, babarit dan kesenian tradisional 

khas Kampung Adat Kuta yang masih dipertunjukan dalam acara tertentu. 

Sistem tenurial di Kampung Adat Kuta diatur secara tradisional oleh 

lembaga adat dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan. Bentuk penguasaan tanah di Kampung Adat Kuta terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu dikuasai secara komunal oleh lembaga adat dan 

secara perorangan oleh masing-masing anggota masyarakat adat Kampung 

Kuta. Jenis kepemilikan tanah di Kampung Adat Kuta terbagi menjadi 

empat jenis pemilikan, yaitu tanah milik perorangan untuk tanah 

permukiman dan pertanian, tanah milik lembaga adat untuk tanah yang 

digunakan oleh KUPS dan hutan adat leuweung gede, tanah milik 

Pemerintah Desa Karangpaningal yaitu tanah pangangonan (kas desa) dan 

tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang digunakan untuk Bale Adat 

Sawala dan lahan parkir. Pola penataan ruang diatur dengan konsep kearifan 
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lokal dalam kosmologi sunda tentang alam semesta yang disebut dengan Tri 

Tangtu Buana dengan tiga pembagian zona yaitu, pertama Leuweung Gede 

sebagai Buana Nyungcung adalah tempat tinggal para leluhur yang suci dan 

disakralkan. Kedua kawasan permukiman, perkebunan, ladang dan sawah 

sebagai Buana Tengah dan ketiga Sungai Cijolang sebagai Buana Larang 

yang berarti tempat paling bawah dan tempat kembalinya manusia atau 

kematian merupakan tempat kotor bersemayamnya roh jahat. 

Pola kehidupan masyarakat yang cenderung individual mulai terlihat 

dan perlahan menghilangkan pola kehidupan yang bercorak komunal. 

Kondisi ini menyebabkan berubahnya sistem tenurial tradisional yang 

diakibatkan oleh intervensi program sertipikasi tanah dari pemerintah. Pola 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung 

Adat Kuta telah berubah. Kepemilikan tanah didominasi oleh perorangan 

yang ditandai dengan kepemilikan sertipikat hak atas tanah.   

Wujud komodifikasi di Kampung Adat Kuta terlihat pada praktik 

beradat, sistem tenurial, fungsi ruang, kearifan lokal yang dimiliki.dan 

pengelolaan tanah adat secara komunal. Komodifikasi tanah adat di 

Kampung Adat Kuta terjadi seiring dengan masuknya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat melalui KUPS, kegiatan pariwisata dan 

intervensi program sertipikasi tanah yang dilaksanakan melalui Prona dan 

PTSL. 

Komodifikasi tanah adat dan transformasi sitem tenurial tradisional 

berpengaruh terhadap pengelolaan tanah adat secara komunal. Adanya jual 

beli tanah dengan pihak luar dan melakukan pinjaman kepada lembaga 

keuangan dengan jaminan sertipikat tanah menandakan perilaku masyarakat 

yang konsumtif dan mulai mengenal ekonomi uang. Perubahan cara 

pandang masyarakat terhadap tanah adat mengakibatkan hilangnya makna 

spritual dan kesakralan pada tanah adat tersebut. Semua kegiatan tersebut 

berpengaruh terhadap praktik beradat dan nilai kearifan lokal dalam budaya 

pamali. Hal ini menyebabkan adanya modifikasi pada praktik beradat, 

perubahan cara mengolah lahan pertanian dan memanfaatkan tanah untuk 
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menghasilkan keuntungan melalui kegiatan yang bersifat komersil serta 

adanya pelanggaran aturan adat dalam beberapa budaya pamali. Sejatinya 

adat yang harus dipandang sebagai harmoni di dalam masyarakat adat kini 

berubah sebagai nilai ekonomi. 

B. Saran 

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. 

Kantor Pertanahan Ciamis diharapkan untuk dapat lebih menggunakan 

pendekatan partisipatif dan kultural dalam melaksanakan program 

pendaftaran tanah di wilayah Kampung Adat Kuta. Dikarenakan adanya 

pengaruh konkret dari komodifikasi tanah adat terhadap kearifan lokal, 

maka setiap program pendaftaran tanah harus mempertimbangkan 

keberlanjutan nilai adat istiadat dan budaya setempat tidak hanya 

mempertimbangkan legalitas formal saja. Sebagai bentuk perlindungan 

hukum atas tanah adat yang dimiliki Kampung Adat Kuta kedepannya 

Kantor Pertanahan dapat memfasilitasi pendaftaran tanah ulayat, diskusi 

dengan tokoh adat dan pendampingan masyarakat adat melalui sosialisasi 

yang harmonis perlu dilakukan terlebih dahulu sebagai strategi keberhasilan 

program pendaftaran tanah yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

PTSL dapat menjadi program yang tidak hanya menata legalitas 

kepemilikan tanah, tujuan utama dari sertipikasi tanah ulayat dapat tercapai 

dan adat istiadat, budaya pamali serta kearifan lokal yang dimiliki oleh 

masyarakat adat dapat terjaga secara turun-temurun . 

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis 

Pemerintah Kabupaten Ciamis agar lebih memperhatikan dan responsif 

terhadap pengaruh dari komodifikasi tanah adat yang diakibatkan oleh 

kegiatan pariwisata, program pembangunan infrastruktur dan 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kampung Adat Kuta. 

Diperlukan langkah nyata untuk memperkuat implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, supaya tidak hanya 

menjadi produk hukum semata, tetapi menjadi landasan hukum yang 
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mengikat untuk setiap program pembangunan di Kampung Adat Kuta. 

Meskipun tujuan program pembangunan tersebut meningkatkan 

kesejahteran bagi masyarakat adat, apabila tidak dilakukan dengan 

pendekatan budaya yang tepat, berpotensi melunturkan nilai adat, kearifan 

lokal dan struktur adat yang telah lama dipelihara. Maka dari itu, Pemerintah 

Daerah diharapkan melakukan pendekatan partisipatif berbasis kearifan 

lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan 

melibatkan lembaga adat sebagai upaya memberikan ruang bagi lembaga 

adat untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan dan evaluasi 

kebijakan pembangunan agar program pembangunan yang dilakukan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. 

3. Untuk Pemerintah Desa Karangpaningal 

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab kebijakan di tingkat lokal, 

Pemerintah Desa Karangpaningal perlu menjadi penghubung antara 

kebijakan yang datang dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Peran 

aktif dan keberpihakan pemerintah desa diperlukan untuk mengantisipasi 

pengaruh negatif dari komodifikasi tanah adat yang terjadi di Kampung 

Adat Kuta. Bentuk nyata keberpihakan tersebut dapat diwujudkan melalui 

penyusunan dan penerapan Perdes yang mengakui dan mengatur 

keberadaan tanah adat untuk melindungi fungsi sosial, spritual dan budaya 

tanah tersebut. Pemerintah Desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana 

kebijakan, peran sebagai pelindung nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang 

menjadi identitas masyarakatnya lebih diperlukan dalam kondisi yang 

terjadi di Kampung Adat Kuta. 

4. Untuk Masyarakat Adat Kampung Kuta 

Masyarakat Adat Kampung Kuta memegang peran penting ditengah 

pesatnya perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan pemberdayaan, 

kegiatan pariwisata, program pembangunan infrastruktur dan program 

sertipikasi tanah. Sikap kritis, bijak dan kesadaran bahwa tanah adat bukan 

sumber ekonomi semata melainkan identitas dan keberlanjutan kelompok 

adat itu sendiri perlu ditanamkan dalam diri masing-masing anggota 
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masyarakat adat Kampung Kuta. Dalam kondisi ini, penting bagi 

masyarakat adat untuk tidak fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek 

saja,menjaga keberlanjutan kearifan lokal, budaya pamali, eksistensi tanah 

adat, hutan adat serta tatanan adat yang menjadi dasar kehidupan sehari-hari 

mereka lebih penting dilakukan pada kondisi saat ini. Peran aktif dalam 

penyusunan aturan adat, pembatasan alih fungsi tanah adat dan menjaga 

zona sakral dari kepentingan komersil menjadi langkah strategis yang 

diperlukan. Sehingga masyarakat adat tidak kehilangan jati dirinya dan 

berdaulat atas ruang hidupnya bukan hanya menjadi objek pembangunan 

yang rentan tergerus oleh perkembangan jaman dan arus modernisasi. 

5. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh komodifikasi tanah adat 

terhadap sistem tenurial tradisional dan praktik beradat. Penelitian 

menitikberatkan pembahasan pada bagaimana komodifikasi terjadi akibat 

dari pembangunan infrastruktur, kegiatan pariwisata, pemberdayaan 

masyarakat dan program sertipikasi tanah dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif menggunakan analisis PLS. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan disiplin ilmu lainnya 

tidak hanya terbatas pada unsur sosiologis dan agraria saja. Komodifikasi 

tanah adat di Kampung Adat Kuta merupakan proses transformasi sosial 

yang kompleks melibatkan relasi kuasa, pergeseran nilai dan hubungan 

masyarakat dengan lingkungan sehingga perlu melihat dari dimensi 

ekologis, antropologis dan politik. Penguatan metodologi kuantitatif dengan 

memperluas variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini juga penting 

dalam memahami hubungan sebab-akibat antar variabel, penambahan peran 

perempuan adat dan generasi muda akan memperkaya analisis dan 

gambaran lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan 

kontribusi yang lebih menyeluruh terhadap perlindungan tanah adat di 

wilayah adat lainnya di Indonesia yang mengalami dinamika serupa. 
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